PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 010 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 095 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka
urusan dan kewenangan tugas pembantuan tidak lagi
menjadi kewenangan di Pemerintah Daerah Provinsi;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini
sehingga perlu diubabh;

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10
Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat [ Kalimantan Selatan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



8.

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1539);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1543);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2021 tentang Penyederhanaan  Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi
Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan SelatanTahun 2016 Nomor 100);

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan
Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 095 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
Nomor 9 );



Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 095 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor
095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 09
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 095 Tahun
2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 16 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal
16 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 16

Dinas Pendidikan dan kebudayaan mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan di pendidikan menengah,
khusus, dan kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan
fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan menengah,
khusus, ketenagaan, dan kebudayaan;

pelaksanaan kebijakan pendidikan menengah atas;
pelaksanaan kebijakan pendidikan menengah kejuruan;
pelaksanaan kebijakan pendidikan khusus;

pelaksanaan kebijakan Guru dan tenaga Kependidikan SMA,
SMK, Pendidikan Khusus, dan Tenaga Kebudayaan;

pelaksanaan kebijakan pembinaan, pelestarian, dan
pengembangan budaya daerah;

g pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Cabang Dinas;

h. pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana
Teknis Daerah Daerah;

i. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur
terkait dengan tugas dan fungsinya.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
terdiri atas:
a. Sekretariat;
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus;
Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
Bidang Kebudayaan;
Satuan Pendidikan;
Cabang Dinas;
i. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
j. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat, terdiri atas:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, terdiri atas:
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian SMA;
b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMA; dan
c. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMA.
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri atas:
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian SMK;
b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMK; dan
c. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMK.
Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, terdiri atas:
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Khusus;

b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan
Khusus; dan

c. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Pendidikan Khusus.

Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
terdiri atas:

a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah
Menengah Atas;

b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah
Menengah Kejuruan; dan

c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Khusus.

Bidang Kebudayaan, terdiri atas:

a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
b. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan

c. Seksi Kesenian.
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(10) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran XIII diubah sehingga keseluruhan menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Maret 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.
ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022 NOMOR |



LAMPIRAN XIII ’

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2022
DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 095
KE BU DAYAAN PE(:I;ISIIDKAAY':ADQ N TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINS' KALlMANTAN SELATAN PROVINSI KATLIMANTAN SEI.ATAN
1
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SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI l
KURIKULUM DAN KURIKULUM DAN KURIKULUM DAN PENDIDIK DAN TENAGA CAGAR BUDAYA
PENILAIAN SMA PENILAIAN SMK PENILAIAN KEPENDIDIKAN SMA DAN
PENDIDIKAN KHUSUS PERMUSEUMAN
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PESERTA DIDIK DAN PESERTA DIDIK DAN PESERTA DIDIK DAN PENDIDIK DAN TENAGA SEJARAH DAN
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KARAKTER SMA KARAKTER SMK KARAKTER
J L PENDIDIKAN KHUSUS —
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SEKSI SEKSI SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA
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SMA SMK
PENDIDIKAN KHUSUS
[ | GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
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